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PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA. |||
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMVB;AN:A
NOMOR 19 TAHUN 2005 = .
TENTANG i

RETRIBUS! IZIN GANGGUAN o

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E§_ S
BUPATI BOMBANA, - HURS M
bahwa dilingkungan hidup merupakan karuma dan rahmat ﬂ'uhan yang Maha
Esa yang dijaga dan dilestarikan keberadaannya\ ldan| segala bentuk
gangguan yang dapat mengakibatkan tergantungnya keselmbangan dan
kelestarian lingkungan hidup; : SHEIE

bahwa dengan ditetapkannya: Keputusan Menten Dalam Negen Nomor 119
Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retnbusi Daerah Tingkat
| dan Daerah Tingkat 11, maka Retribusi Izin Gangguan merupakan salah satu
jenis Retribusi Daerah: ; 2k

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dlmahud dalam huruf a dan
huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi lzin

‘Gangguan. SRV ]H

Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor 228 Tahun 1926 telah diubah dan

- disempurnakan terakhir dengan Staat Blaad Tahun|1940‘Nomor 14 dan
- 450ss;

- | |
. Undang-Undang Nomor 49 Peraturan Pemenntah Tahun i1 960 tentang Panitia

Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesza Tahun 1960
Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Repubhk lndonesia Nomor 2104);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Pen.anaman Modal Asing

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ! 11967 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2318),  jo. | Undang Undang
Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Penanaman Modal
Asing Tambahan (Lembaran Negara Republik IndoneSIa Tahun 1974 Nomor 4,

- Tambahan Lembaran Negara Republik IndoneSIa Nomor 2944);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penan1aman _Modal Dalam
Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesiai Tahun 1967 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia: Nomor|2853), jo. Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-

-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ; 1974 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944), i | |

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang ‘Hukum| Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun' 1981 Nomor 76 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), B | E

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perincu'stnan (Lembaran
Negara Republik Indonesia- Tahun 1984  Nomor - 2 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3274y, 1. " || i]]

:
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7. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Pénatéan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor' 115 -Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501), o ; |

8. Undang-Undang Nomor 23.Tahun 1997 tentang Pengelolaan Llngkungan
Hidup (Lembaran Negara ‘Republik Indonesia : Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesra Nomor 3699), :

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pe}tyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotlsme {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75} Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851); S -|r | |

10. Undang-Undang Noror 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten' : KolakaUtara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesm Tahun 2003 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesxa NOTOT 4339),

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang F'emerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik:Indonesia Tahun 2004{N0mor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesm Nomor 4437), ¥ |

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan ‘Daerah l(Lembaran Negara

. s Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
' Republik Indonesia Nomor 4438); I' i S

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang -
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acarau?ldana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor l 36 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3258); . B :.

14, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun: 1986 Analms Mengenai Dampak
Lingkungan (Lembaran Negara: Republik Indonésia’ Tahun, 1986 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republ:k Indones:a Nomor 3338), ‘

15, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 19971 tentang Retnbusu Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun; 1997 Ncmor |55 Tambahan
Lembaran Negara Repubtlik lndonesm Nomor 3692), g ’ I :

16. Keputusan Presiden Republlk Indones1a Nomor 33 Tahunj 1?92 tentang Tata
Cara Penanaman Modal; ¢! RS N Y

'
17. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 1 Tahun 19853 téntang Tata Cara
Pengendalian Pencemaran Bagi Perusahaan- Perusahan yang : Mengadakan
. Penanaman Modal Menurut :Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968; 'f 1; P | 3 i
18. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomeor 4 Tahun 1987 ;tentang Penerbitan
Pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pembenan lIzm \Undang-Udang

’i\'

Gangguan (Hinder Ordodinantie); R

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5, Tahun 1992‘ tentang Rencana
Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusaha Kawasan Industri serta Prosedur
Pemberian izin Mendirikan : Bangunan (IMB) 'dan’; Izm LUndang Undang
Gangguan (UUG)/HO Bagi Perusahaan Yang Beralokasu dl! Luar Kawasan
Industri; s!z:i i -; :

20. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) *serta }zm .Undang-Undang
Undang-Undang Gangguan (UUG)IHO Bag1 Pemsahaan IYar:g Beralokas: di
Luar Kawasan Industri; - ! ! ‘

21, Peraturan Meateri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 teqtang Pedoman
Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; S . ? . e g L

i
H




N
o
] H

22, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahuﬁ 11997’ ten -
tan Ped
Tata Cara Pemeriksaaan Dibidang Retnbu51 Daerah 5 ‘ g edoman

23. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomer 1119 Tahun 1998 t
entan Ruan
Lingkup dan Jenis-Jenis Retnbusr Daerah ngkat | dan 6aerah ngkgt Il; :
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BUPATI BOMBANA

s
-

MEMUTUSKAN

|..‘j

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TENerling RETRIBU

BABI = BN
KETENTUAN UMUM ERR R R

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : : " ' i ; '
a.  Daerah adalah Daerah Kabupaten Bombana ; p o R R

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana ; f : : L
c.  Kepata Daerah adalah Bupati Bombana ; ‘| | f ‘? { o | | .
d

Pe]abat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retnbus: Dalerialhi s.esuai dengan

Peraturan Perundang- -Undangan yang berlaku; iy s "

e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan |Terbatas, perseroan
Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau: Daerah ’dengan nama dan
bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperas: yayasan atau organisasi
yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lesaha lainnya;

f.  Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegtatan tertentu Pemelnntah Daerah dalam
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dlmaksudkan}untuk Pembinaan,
Pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan jfuang, penggunaan
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasﬂltas tertentu guna mel1ndung1

kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan; IR P |a u; :
g. Retribusi izin Gangguan, yang selanjutnya disebut retnbus1 radalah pé'mbayaran atas

pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan’ dlloka51 tertentu yang dapat
menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk. tempat usaha yang lokasmya
telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;: R
h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurqt Peratt;ran Perundang-
Undangan retribusi untuk melakukan pembayaran retnbus: o (o ? f
i.  Masa retribusi adalah suatu Jangka waktu tertentu yang merupakan batais vyaktu bagi wajib
retribusi untuk memanfaatkan izin tempat usaha; - B ‘ oy

j.  Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencan, mengumpulkan idar'l méngolah data
- dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban
retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah, NEE

k. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkalan tlndakan yang dllakukan oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyldlk untuk m_encan serta
! o

. ‘.:‘.n
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‘mengumpulkan buktl yang dengan bukti itu membuat terang tlndak pnla
'yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB . II T
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI |

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dlpungut retribusi. sebagali

dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan Cot o | .

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalzah pembenan 1zin tempat usaha kepada|orang/pribad| atau

a dan gangguan.
(2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah tempat usaha yang lokarmya telah dltunjuk

badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugt

oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi.

: Pasal 4
o

|
PR I . 1 _- B
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh I. in gangguan.

BAB I1I b
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal5

Retnbus: Izm gangguan digolongkan sebagai RetrlbuSI Penzman Tertentu.f
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_‘l',: i

BAB IV ' il
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAJ\I k
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF :

Pasale. ;f?‘§ i
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pemberian Izin tempat usaha kepada orang pribadi atay- badan dllokasi tertentu yang
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ibidang retribusi

mbayaran atas
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. (1) Prmsup dan Sasaran dalam penetapan - Struktur dan besarnra tar:f Retnbusi

didasarkan pada tujuan untuk menutupi’ biaya penyelenggaraan
dalam rangka peningkatan PAD.

pembertan Izin

(2) Biaya Pengecekan dan Pengukuran Ruang Usaha, Btaya Pemer ksaan, dan Biaya
Transportasi dalam rangka Pengawasan dan Pengendallan di tanggung oleh Pribadi

atau Badan yang memperoleh Izin Gangguan (HO).

BAB V LT
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF REFRIBUS;:

Pasal 7 s
- N
(1)  Tarif digolongkan berdasarkan luas Ruang Tempat Usaha; ;i i |:

(2) Besamya Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dltet_apkan
- Luas 1 s/d 10/m?> ~  Rp. 2.000,-
- Luas 11 s/d 50/m? Rp. 2.500,- .+ ° :
- Luas 51 s/d 100/m* . Rp,3.000,,: S

]
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i
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L
gal berikut :




- Luas 101 s/d 200/m*  Rp.3.500-0 |

- Luas 201 s/d  500/m*  Rp.4.000,- | ||

- Luas 501 s/d 1000/m?  Rp.4.500,- ||

- Luas 1001 s/d  2000/m®  Rp.5.000,- i |||

- Luas 2001 s/d ° 5000/m*  Rp. 5.500,- ;'

- Luas ~ 5.0005/d  Keatas/m? - Rp. 7.000,- = | |
BAB VI SIEREVE N R

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNMN JASA l, | _j
Pasal 8 ’ .

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkahan antara ILas ?rl}ang tempat
usaha dan indeks lokasifindeks gangguan. ° ‘ | :

(2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (i) 'ada‘lah luas
bangunan yang dihitung sebagal jumlah luas setiap lantai. '; ‘ " i :

(3) Indeks lokasi/ indeks gangguan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) ditetapkan

3 H
H

. sebagal berikut : S
- Kawasan Industri . Indeks 1 i
- Kawasan Perdagangan ‘ Indeks 2 I: 1R
- Kawasan Pariwisata Ingielgs‘r 3 i
- Kawasan Perumahan dan Pemukiman Indeks. a o

o BAB VII PRITEEN I K

- ' CARA PENGHITUNGAN REI'RIBUSI i )

Pasal 9 f; f 1

S

Biaya Retribusi dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagalmand dlmaksud dalam
pasal 7 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagalmana d_rmaksud ‘pada pasal 8
ayat (2). . :2,‘ ¥ I

' j BAB VIII
o - WILAYAH PEMUNGUTAN

|
l
Pasal 10 : ;
_ HE
Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat Iznn Usaha dlbenli-:an
. i ' " | B

. BABIX | ;
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG N

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 2 (dua) tahu_ni.; _ |

Pasal12 SR

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya Surat Kele "a{;ngan Retnbusn
Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan R e
‘ S i :




(1) Pemungutan retribusi tldak dapat diborongkan. ; T
~(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keterangan.

SR

BAB X R
TATA CARA PEMUNGUTAN AN '

Pasal 13 : *

Retnbusi Daerah
(SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, dan: Surat ketetapan Retribusi
Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) o

I

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasali4

B < A
1 1!

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunyp _a_tau kJrang membayar,
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua 'persen) setiap bufan dari
retribusi yang terutang atau kurang dlbayar dan ditagih dengan menggunakan Surat

Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

(1)
(2)
(3)

®

(2)
(3)

(1)

(2)

EEHE i
BAB XII B
TATA CARA PEMBAYARAN . . i ||

Pasal 15

l
|
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P
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1
i

Retribusi yang terutang harus dilunasi sekallgus di muka untuk 1 (slatu) kah masa
retribusi. ol

Retribusi, yang terutang dilunasi se!ambat—lambatnya 15 (hma 'belas) hari sejak
dlterbltkannya SKRD atau dokumen lain yang dlpersamakan, SKRD'(BT dan STRD.

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retrlbu5| diatur- -dengan
Keputusan Kepala Daerah. : _ ‘,:_: B !

BAB XIII R
TATA CARA PENAGIHAN |

Pasal 16

S T |
Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejems sebagal awal tindakan
pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh): han sejak |]atuh tempo
pembayaran. REEEEE i |

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/ surat,
lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang :

Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagairnana dlmaksud pada ayat
(1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. STEN

BAB XIV ‘
PENYIDIKAN R if o

Pasal 17 SR ' |
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dllmgkungan Pemenntah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tmdak pldana di
bidang retribusi daerah. :

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),. adalah
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a. Menerima, mencari, mengumpulkan .dan meneliti ; k _
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi ‘daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; : - I } TR

~ b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan _rﬁehgeha;igc')ralrig pribadi atau

el i i :
eterangan atau laporan

pidana retribusi daerah; o S sl

. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; . .01 [l

d. Memeriksa buku-buku, catatan -. catatan dan Eadokumed-’dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; | ] T

€. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan- : bahan |’ buktji pembukuan,

pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan' penyitaan terhadap

~ bahan bukti tersebut; e SN ) :‘

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam :rangka pelaksanaan :tugas penyidikan

~ lindak pidana dibidang retribusi daerah; I e

g. Menyuruh berhenti dan atay melarang seseorang mehlngga’lkah' ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung 'dan memeriksa identitas
orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak: pidana’ dibidang retribusi

daerah; - S T RS A

. I. Memanggil orang untuk didengar_-keterangan'nyqé dan , diperiksa ‘sebagai
tersangka atau saksi; ‘ S R R ;

J- Menghentikan penyidikan; R e R
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan|tindak pidana
- dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat }:[IpLe_rtanggqujawabkan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada -ayat (1), memPgri\tﬁaqun ‘dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada_:;i?enuqtut_ Umum, sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang "9",‘,0:"38 Iahhr) 1981 tentang

Hukum ASara Pidana. i
BAB XV | B i

KETENTUAN BIDANA L B : !

Pasal 18| i

i ibusi i i  isebagaimana’ dimaksud
1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan keu{a]:bannya‘ﬁe agaimana

) pacfa pasal 7 ayat (2), pasal 9 dan pasal 14‘seh|ngga.me;rugika[| Keuangan Daerah

. di Pidana dengan pidana kurungan paling: lama 3 (t:ga);?yglgn;jatiatg clle_nda paling
banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang. Ruanee

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada'_l__ah‘ P;esla}r]g?a:an.

KETENTUAN PENUTUP | j
Pasal19 - =~ = ‘

vi

BAB XVI i
1
|:

. . BB -‘_, | A : . )
Hal-hal yang belum diatur Peraturan Daerah ini, slepgnjan% f"?.’}g?'f!a'l pLiIalssanaar!nya
i an lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Daerah.: -~ i7" 1
akan ditetapkan le ] | R
Pasal 20 o]
Pada séat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan :Da'erah|

eral Kai)ppater; Buton
Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pemberian 1zin Tempat Usalj:f:i 'dan Izin U.?dang-Undang

Gangguan (HO) dicabut dan dinyatakan tidak be;rlaku.' SR ‘




Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.’ » i

Agar se_tiap orang dapat mengetahuinya, memerintah
Daerah inl dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabu

Diundangkan ¢f Rumbia

Drs. H. I% S EFFENDY KUBE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2005 NOMOR 19

Pasal 21

Ditetapkan di Rumbia i
pada tanggal, |

%auﬁi?:soM84NA

Drs.

2005

OMBANA,

kan men
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